
Menteri Perencanaan Pembangunrn NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SAI,INAN

KEPI.JTUSAN MENTERI PERENCANAAN PLMBANGUNAN NASIONAL/

KIPAI.A BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.11 4/M.PPN/llK/ 10/2017
TENTANG

PENGIIAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I]ERLTPA BARANG PERSEDIAAN

K-EMHNTIRIAN PLRENCANAAN PHMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERXNCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL

MINTERI PERXNC NAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/

KI]PATA BADAN PIRENCANA N PEMBANGI.,INAN NASIONAL,

Menrrrrbang a. lrahwa betdasarkatt s].lrat Mellteri Petencattaan Pentbangunan

Nasional/Kepala Batlatr ['erelrcattaan Pentbangunan Nasional cq.

Sekretar.is Kententeriatl Perencanaan Pembangunan

Nasiorral/Sekretaris Lltatna Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional nomor 8.405 /M.PPN/SES/ PL.1 1 / Og / 2017 tangal 20

Septenlber 2017 hal persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara

berupa Bataug Persediaan pada Satuan Kerja Kententerian

Perencartaatr Peutbatrgtrnan Nasional/Badan Perencanaan

PemlranSunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan

penghapusan dengan cara pemusnahan;

b. Bahwa beldasat'kan Be,ita Acla Petnusnahatr Nonlor OO1/BA-

PMSH/09/2017 tanSSal 29 S( ptenrbel 2017., telah dilakukan

penl;hapusan atas Barang Milik Negara Lrerupa Barang Pet'sediaan;

c. bahwa berdasarkan peltiurbangalt sebagainlatla dimaksud dalam

huruf a dan hLt|uf [r, prltt tlilakukarr lrnghapusan Balang Milik
Negara bet'upa Barang Pelsediaarr dari daftar Barang Persediaan

pada Keltlenteriarr Percncatraan Pentbangunan Nasional/Badan

['erencanaatt Perrtbangunan Nasicrual;

d. bahwa ber.'dasarkan pel tilrll)an8an sebagaintana dimaksud dalant

huruf b, pellu ditetapkarr Keputusalr Menteri Perencanaan

Pentbatrguttan Nasiorlal / Kepala tlaclan feretlcanaan Pembangunan

Nasional tentanS PenShapusan Baraug Milik Negara Berupa Bat'ang

fersecliaan Kelrrentcrlal'i Perctlcallaan Pembangunan

Naiilrnal/Baclatl Peretrcattaalt Pelltbangunan Nasional;

NtensitlEat :



Menetapkan

PERTAMA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Netara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan l*ntbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pen.rerintah Nomor 27 Tahsn 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O74 Nomor 92);

3. Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian
Perencanaan Pentbangtrnan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2Ol5 tentan1 Badan
Pererlcanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peratutan Presiden Nomor 2O Tahrn 2016;

6. Peraturan Menteri Pererrcanaan Penrbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonlor 4 Tahun 2016
tentanS OrBanisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional sebagaimana telah diubah denSan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan

Penrbangunan Nasiotral Nonlor 6 Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.O6/2O76 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Negara;

MIMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI/KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI TENTANG PENGHAPI.]SAN BARANG MILIK NEGARA

BERUPA BARANG PERSEDIAAN KEMENfiRJAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL.

Menghapuskan Barang Milik Negara berupa Barant Persediaan dengan

nilai total senilai Rp. 176.353.o28,- (seratus enam belas iuta tiSa ratus

linra puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah) dari daftar Barang

Persediaan Kementeriau Perettcanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaarl Pembangunan Nasional sebagaintana tercantum dalam

Lanrpiran Keputusan ini.

KEDUA

Mengingat

-2-



c

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J^karta
pada tanggal 31 Oktober 2O17

MENTf,RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KXPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

,.autL/ Z--
RR. Rita Erawati


